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oNAL KAB u PATEN su M BAWA

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH ]UIENENGAH ATAS (SMA)

GARUDA BATUROTOK

KEPAI-A DINAS PENDIDIKAN NA$ONAL KABUPATEN SUttiBAWA'

Menimbang

Mengingat

et.ri&

.$ :;i*

: a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidlkan dan mernberikan kesernpatan kepada peserta.

didik lulusan sekolah Menengah pertarna (sMP) untuk melanjutkan ke pendidikan menengah

atas maka peningkatan pelayanan dan daya tampung sekolah Menengah Atas (sMA) terus

diuPaYakan;

b,bahwabedasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamtrurufadiatasperluditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten surnbawa tentang ijin

. operasional Sekotah Menengah Atas (SIUA) Garuda Baturotok'

: 1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -

daerahTingkatlldalarnwilayahDaer:ah{aerahTingkatlBali,NusaTenggaraBaratdanNusa

Tenggara Timun

2'Undang.UntlangRepuUiklndonesiaNomor20Jahun2003tentangSistemPendidkanNasional;

3.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah,

sebagairnana telah beberapa kali diubah tenakhir dengan undang'undang Republik lndonesia

Nomor 12 Tahun 2008;

4. penaturan pemerintah Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

sebagaimanatelahdiubahdenganPenaturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor56Tahun

1998; 
'i^rah Dantrhlik lnannesi tang Pedoman Pendirian sekolah

5.PeratunanPemerintahRepubliklndonesiaNomor60AJ/2002ten

Baru

6.. penaturan pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2005 tenhng Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemedntah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daenah;

8. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 42Tahun2002 tenhng Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negana sebagaimna telah diubah dengan Keputusan

Preeiden Republik lndorieeia Nomor 72 Tahun 2004;

9. Penatunan Daenah Kabupaten surnbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-po[<ok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. penatunan Daerah Kabupaten sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tenhng Pembentukan' susunan',

i1^'{'rirrrran Trlnac Pokok dan Fun'qsi Dinas Daerah Kabtrpaten Sumbavla;



ME ITI I,,T U S KA N:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG

pEMBERIAN tJtN OPEMSTONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) GARUDA BATUROTOK;

Memberi liin Operasional Sekolah Menengah Atas (Stt4A) Garuda Baturotok:

Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah

tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan,Pendidikan sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*s,
Ditetapkan di Sumbawa Besar .'*. r*

padatanggal 3 Agustus 2012

BAsRr /
TEMBUSAN :

1. Yth, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RldiJakarta;

2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

3, Yth, Menteri Keuangan Republik lndonesia diJakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Depdikbud di Jakarta;

5. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

6. Yth. Ketua Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat di Mataram;

7. Yth. Kepala Dinas Dikpora Prcvinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

8, Yth. Kepala Dinas Pendidikan NasionallGbupaten Sumbawadi Sumbawa Besar;

9. Yth. lnspektur Kabupaten Sumbawa di Surnbawa Besar;

10. Yth, Ketua Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

1 1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

12. Yh. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

13. Sekolah yang bersangkulan unfuk maklum dan seperlunya.
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